
BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR ,1 TAHUN 2OL9

TENTANG

BESARAN PENGHASII.AN TETAP KEPAI.,A DESA, SEKRETARIS DESA DAN
PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2OL9 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2Ol4

tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan

Perangkat Desa dalam Ikbupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kota Prqia di Provinsi Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor L82Ll;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tarnbahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagairnana telah beberapakali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

2.

3.



Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaa::r i.Indang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9

Nomor 41., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 63211;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2l Tahun 2oll tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL

Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSI(AN :

MenetapKaN : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASII.,AN TETAP

KEPAI"A DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA

DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4.

5.

6.



4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Desa.

6. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris

Desa dan perangkat desa lainnya.

7. Sekretaris Desa adalah sebagai unsur perangkat desa bertindak selaku

koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

8. Penghasilan tetap atau disingkat siltap kepala desa dan perangkat desa

adalah pendapatan atau gqii yang berhak diterima oleh setiap orang setelah

diangkat dan dilantik sebagai kepala desa sekretaris desa dan perangkat

desa oleh pejabat yang berwenang.

9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana

perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daeratr Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa,

adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adatah sebagai pedoman untuk

memberikan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan

Perangkat Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian

Hukum dalam memberikan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan

Perangkat Desa.



BAB III

BESARAN PENGHASII.,AN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA

DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

U Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa,

dan Perangkat Desa di Anggarkan dalam APBDesa yang besumber dari ADD.

Zl Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat

Desa dengan Ketentrran :

a. Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa Rp. 2.427.OOO,OO (Dua Juta

Empat Ratus Dua Rrluh Tujuh Ribu Rupiah) per bulan;

b. Besaran Penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp. 2.225.OOO,OO (Dua Juta

Dua Ratus Dua hrluh Lima Ribu Rupiah) per bulan;

c. Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya Rp. 2.O23.OOO,OO

(Dua Juta Dua hrluh Tiga Ribu Rupiah) per bulan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal 01 Januari 2O2O.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perahrran ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Desember 2OL9

PIt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2OIg NOMOR 71'


